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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

a. bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi di
seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat
penting unruk menoiptakan sisw~ sebagai generasi muda yang
bcrkaraktcr moralantikorupsi;

b. bahwa daJam upaya rnenciptakan srswa yang berintegritas dan

bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a eli
atas, diperlukan implementasi pendidikan karakter antikorupsi
di ruang kelas, sekolah, rumah dan lingkungan yang salah
satunya diwujudkan melalui insersi Pendidikan karakter
Antikorupsi pada mata pelajaran Pcndidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan;
c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan landasan

hukum implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada
satuan pendidikan dasar perlu disusun regulasi sebagai
landasan hukum;

d. bahwa berdaearkun. pertirnbangan sebagairnane dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan buruf c di alas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang lmplementasi Pendidikan Karakter
Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten
Grobogan;
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkrmgan Propinsi Jawa

Tengah;

O. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantaean Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

L999 Nemer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor20 Tabun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang NOlDOr31 Tahun 1999 tentang Pembcrantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RepubJik Indonesia

Tabun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentans Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

tabun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik

lndooesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik tndonesia Tahun 2002 Numor 137, Tambahan

Lembarao Negara Republik IndonesiaNomor 4250);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Nomor 5587) sebltKaluuUli:l telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nemer 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

Belajar (Lembaran Negara Republik lndonesia Tabun 2008

Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 48 Tahun 2008 terrtang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomer 4864);
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Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adclnh Bupati Orobogan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pcnyelcnggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi lcewenangan Daerah Otonom.

4. Dinas Pendidikan atau sebutan lainnya yang selanjutnya
disebut Dinas adalah perangkat Oaerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan di bidangpendidikan.

5. Pendidilcan Oasar adaJab jenjang pendidikan pads jalur
pendldikan formal yang meIandasi jenjang pendidikan

mcnengah, yang diselenggarakan pads Satuan Pendidilmn

berbenruk Selrolah Dasar dan Madrasah IbuthUytili atau
bentuk lain yang sederajat serta menjadi saru kesaruan
kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidilcan yang
berbentuk Sekolah Menengab Pertama dan Madrasah
Tsanawiyah atau bentulc lain yang sederajat.

RAR I

KETEN1'UAN UMUM
Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTAS[ PENDIDIKAN

ICARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDlKANDASAR OJ
KABUPATEN GROBOGAN.

MEMUTUSKAN :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembatan Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran N~IH'8 Republik Indonesia Nomor 5105).

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Pcmcrintah

Nomor lor Tahun 2010 tentang Pengelolaan 001
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara
Republiklndonesia Nomor 5157);

10.Peratarran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambaban Lcmbaran Nega.ro Republilc Indonesia
Nomor 5887);

Menetapkan



Ruang Jingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
b. peJaksana implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;

BABW
RUANG LlNGKUP

~1IW4

Peraruran BUplili i.ni bertujuan untuk mewujudkan Implementasi

Peodidikan Kara.kter AnbkOrupSl yang diinsersik.an deIsm mara
pelajaran Pendidiken Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pasal3

Peraruran Bupati mi djmakslJdkHOsebagai landasan hukumdalarn

peIaksanaan implementasi Pendidikan Kara.kter Antikorupsi pada
tingkat SO dan SMP di Daerah.

BASll
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

6. SekoJah Dasar yang se1anjutnya disingkat SO, adalah salah

satu bentuk Satuan Pendidikan fcmnal yang meoyelenggarakan
pendidiJcan umum padajenjang pendidikan dasar.

7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disinglcat SMP,
adalah salah saiu beutuk Satuan Pcndidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang peodidikan
dasar sebagai lanjutan dari SO, Madrasah lbtidaiyah, atau
bentuk lain yang sederajatatau lanjutan dari basil belajar yang
diakui sarna atau setara SO atau Madrasah Ibtidaiyah.

8. Implementasi adalah pcncrapan/pe1aksa.naan rencana yang

teJah disusun seeara terperinci.
9. Insersi adalah peoyisipan intisari nilai-nilai deIsm mala

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
10. Pendidikan KaraJcter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari

pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses
untuk menguatkan eikap antikorupsi daJam din peserta didik

sejak dini.
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b. nilaipembentuk perilaku antikorupsi.

f..!) Nilai Utamasebagaimana. dimaksud pada ayal (1)huruf a, terdirt

dari :
a. integritas;
b. kejujuran;

c. tan88Ullgjawab; dan

d. kcrja kcras.

(3) NiJai pembentuk perilaku antikorupsi sebagalmana dimaksud

pada ayat (1)huruf b. terdiri dari :
a. kepedu1ian;

b. kesederhanaan;
c. keadilan;

d. keberanian;
e. kebersyukura.n;

r. optimisme;
g. kemandirian; dan
h. kedisiplinan.

(1) NilaiPendidikan Karakter Anti Korupsiterdiri dari :
a. nl1ai utama; dan

Pasal7

Sasaran implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi terdirl dan
peserta didi.k pada tingkat SO dan SMP eli Daerah.

Pasal6

(1) Pendidikan Ka.rakter Antikorupsi diimplementasikan melalui
insersi Ire dalaID mats. pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.

(2) Insersi sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) tidak menambah

mala pelajaran baru.

BAB IV
lMPLEMIi:NTASI PENDIDlKAN KARA.K'TER ANTTTCORUPSJ

PasaiS

c. kerjasama;

d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pembiayaan.
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pembelaiaran besert.a indikator pencapaian kompetensinya
dan menetapkari substansi (pengetahuan-keterampilan
eikap] yang akan dibelajark.an;

2. menyusun pengalaman belajar untuk mcncapai kompetensi

yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yllDg
dilakukan agar peserta didik tabu, paham, sadar dan bisa

mempraktikkan serta konsisten serta terbiasa mengamalkan
di kelas, sekolah, keluarga danmasyarakal;

3. memilib media (berupa referensi, permainan, film,
pengalaman nyata dslsm kehidupan) yang relevan untuk
menduknng aktivitas sehingga menguatkan pengalaman
l.J<:;~ardan membiaeakan pengamaJan; dan

tujuanmenetapkanantikorupsi dengantindakan

Implcmcntasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, dllaksanakan
melalui langkah-Iangkah sebagai bcrikut ;

a. misiatif merancang, meliputi kegiatan :

1. menganalisis Kompetensi Dasar mata pelajaran Peru1id1lcan

Pancasila dan Kewarganegaraan yang re1evan dengan

Pasa19

inenglmplementeeikan inscrei Pcndidikan Kara.kter Antikorupsi

di tingkat S1) dan SM?;
d. !Maga pendidik yang kompeten dalam menye1enggarakan

kegiatan pembelajaran Pendidikan Karakter Antikorupsi di
tingkat SO dan SMP;

e. monitoring dan ewlI1l8Si pelaksanaan implementasi Pendidikan
Karakter Antikorupsi di tingknt SD dan SMP; dan

f. publikasi pelaksanaan Implementaei Pcudidikan Karaktcr

Antikorupsidi tingkat so dan SMP.

dalamkelompokatankhususc. saruan

Romponrm fmplementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, meliputi:

8. regulaei imptementasi Pendidikan K.arakter Antikorupsi Iii

dngkar SO dan SMP ~bligaJ dasar pclabanaan bagi sctiap Unit

KeJja Pendidikan;
b. anggaran yang memadai untuk lmplementasi Pendidikan

Karakter Antikorupsi di tingkat SO dan SMP;

PasalS
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(1) lmpJementasi Pendidikan Kara.lcter Antikorupsi dilaksanakan

oleb:

BABV

PElAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
Pasa110

indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran,
mengulcur ket:ercapaian kompetensi peserta didik secara
periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi haail

penilaian pcncapaian kompetcnsi serta mcmbuo.t sistem

aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggaiubarkan
perkembangan pencapaian basil belajar.

b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk:
melibatkan panca inde.ranya melaJui aktivitas yang menarik dan
menyenangkan; dan

Co menyi.apkan jejaring dengan mduaskan pembeJajaran
antikorupsi ke sekolM. keluarga, masyarakat serta melibatkan

semua pihak melalui :

1. menyatukan pemahaman dan Iangkah lnsersi dalam mata
peleiaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di
antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan
karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru
Perididikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas

dengnn guru lain di satu sekolah;

3. membangun sinergi dan bcrbagi praktik tcrbaik pcndidikan

ka.rakter anlikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan/Guru Kelas dalsm forum Musyawarah
Guru Mata Pelajaran/kelompok kerja guru;

4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru KeJas)
dengan orang ruaj'wali:

5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan

6. membangun sinergi ontlu'n Guru Pendidikan Paneasila dan

Kewarganegaraan IWIili KelasjOuru Kelas dcngan kclompok

profesionaJ lainnya

tujuanjkompet:ensi yang akan
yang sesuai dengan
dicapai mengacu pada

penilaianalat4. menyusun
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(1) Guns kelancaran pelaksaaaen lmp1ementasi Pendldikan

Karakter Antikorupsi, Pemerintah Oaerah dapat melakukan
kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia. Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan/atau PemerintahKabupatenj'Kota Iainnya.

(2) Kerja sarna lmplementaei Pendidikan Karakter Antikorupsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksa.nak.a.n sesuai
dengan ketenruan peraturan perundang-unciangan.

BAB VI
KER..JA SAMA

Pasa1l1

a. Guru Kelas untuk SD; dan
b. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk

SMP.
(2) Dalam melaksanakan Implernentasi Pendidikan Karalcter

Antikorupsi, Guru Kelas dan/atau Guru I'c.ndidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas:
a. merancang, merencanakan dengan matang dan membuat

Ionnat sesuai kebutuhan;
b. membuat aktivitas yang menarik danmenyenangkan serta

melibatkan semua indera peserta didik; dan
c. menyiapkan jejaring yangmeluaskan Pendidikan Karakter

Antikorupsi eli sekolah, keluarga, masyarakat dengan
melibatkan semua pihak.

(3) Oalam pplAkAAnaan implementasi Pendidikan Karakter
Antikorupsi, Kcpala sekolah wajib :

a. mengkoorclinasikan pelaksanaan Implementaai Pc:ndiclikan

Karakter Antikorupsi di unit keJjanya masmg-masing; dan

b. melaporkan pelaksanaan implementasi Pendidikan
Karakter Antikorupsi eli unit kerjanya masing-masing
kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam] bulan atau sewaktu

waktu o.pa.bilo. diperlukan
(4) Kepala Dina", mengkoordinaelkan implcmentasi Pendidikan

Karakter AntikOrupSI pada tingkat SO dan SMPdi Oaerah.
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Biaya yang timbul dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan

Karakter Antikorupsi di Daerah dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah; dan/atau
b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BABvm
PEMBIAYAAN

PasaI15

KepaJa Dinas menyampaikan laporan basilmonitoring dan evaluasi
serta pembinaan kepada Bupati paling sedikit 1 (eatu) Imli dolom

jangka waktu 1 (satu) rabun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal14

(1) Pemhinaan terbadap Implementasi Pendidikan KaraJrter Anti

Korupsi dilakukan oleh Bupati,
(2) DaJam rangka pembiaaan sebagaimana dlmaksud pado ayat (1)

Bupati mcnugaskan kepada KepaJaDinas.

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Impelementaei
Pendidikan Kara.kter Antikorupsi di uaeran terdin dan :
a. monitoring dan evaluasi internal; dan
b. monitoring dan evaluasi ekstemal.

(2) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)buruI a dilakukan oleh Bupati.

(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal

sebagaiman dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menugaskan

Kepala Dinas.
(4) Monitoring dan evaluasi ekstemal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).huruf b dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia dan/atau Pemerintah.

BABVTI

MONITORING, EVALUASI, PEMBlNAAN DAN PELAPORAN

Pasal12
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BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR !>Lj

_-",;...r-
2019

ARNT
Diundangkan di Purwodadi

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 September 2019

Peraruran Bupati inimulai bcrlaku pada tanggal diuudangkan.

Agar setiap orang mengctahumya,mernerrntahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Grobogan.

BABD<

KETENTUAN PENUTUP

Pasal16
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